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ABSTRACT 
 
Building management service that delivered by appartment tenant association is categorized as 
service that not imposed PPN. Subject determination PPN becoming not clear, because definition 
difference between this hand bill and the rules of hits honor bound party collects PPN. Though apartment 
tenant association LR have circulation bruto exceeds definition small entrepreneur, tenant association 
remain not to be obliged as taxable employers. Evaluated from PPN object also not gives rule of law 
because intrinsically its service included in facility understanding or amenity or rights is available to 
weared as understanding taxable service as the same manner as determined by section 4 UU PPN, until 
provisions in this handbill opposes against rule on it. Evaluated from elementary imposition PPN 
generates indistinctness the level of income that obtained from management fee can become elementary 
imposition PPN or not, because existed difference of object definition PPN between hand bill and the 
rules of other PPN. 
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ABSTRAK 
 
Jasa pengelolaan gedung yang diserahkan oleh perhimpunan penghuni rumah susun strata title 
dikategorikan sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Penentuan subjek PPN menjadi tidak jelas, 
karena perbedaan definisi antara surat edaran ini dengan ketentuan-ketentuan mengenai pihak yang 
berkewajiban memungut PPN. Meskipun perhimpunan penghuni apartemen LR memiliki peredaran bruto 
melebihi batasan pengusaha kecil, perhimpunan penghuni tetap tidak diwajibkan sebagai pengusaha 
kena pajak. Ditinjau dari objek PPN juga tidak memberikan kepastian hukum karena pada hakekatnya 
jasanya termasuk dalam pengertian fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai sebagai 
pengertian jasa kena pajak sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 huruf c UU PPN, sehingga ketentuan 
dalam surat edaran ini bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Ditinjau dari dasar pengenaan PPN-
nya menimbulkan ketidakjelasan besarnya penerimaaan yang diperoleh dari iuran pengelolaan dapat 
menjadi dasar pengenaan PPN atau tidak, karena terdapat perbedaan definisi objek PPN antara surat 
edaran dengan ketentuan-ketentuan PPN lainnya. 
 
Kata kunci: PPN, jasa pengelolaan gedung, perhimpunan penghuni, apartemen 
 
